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SUBMATERI

A. Gender dan hukum

B. Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT):

1. Pengertian KDRT

2. Lingkup KDRT

3. Perlindungan KDRT

4. Sanksi bagi pelaku KDRT

5. Prosedur pemberian perlindungan korban KDRT

C. PenutuD
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Setelah membaca materi ini, peserta akan:

L. Memahami kesetaraan posisi dan kedudukan manusia daram perspektif hukum
2. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip kemitrasejajaran dalam gender

berdasarkan hukum

3. Mampu melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan keadilan gender
sesuai dengan peraturan yang berlaku

4. Dapat mencegah terjadinya KDRTdan memahami prosedur advokasijika terjadi
KDRT
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HASILYANG DIHARAPKAN

Munculnya pemahaman hukum bagi para peserta yang berorientasi pada

perspektif adil gender.

Timbulnya kesadaran yang mendalam bagi para peserta bahwa hukum

mengajarkan keadilan gender.

Para peserta mampu melakukan tindakan untuk membela dan

memperjuangkan keadilan gender, baik dalam keluarga maupun masyarakat

berdasarkan pemahaman hukum, berupa pencegahan dan advokasijika terjadi

KDRT,

WAKTU

150 Menit
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Alat-alat yang digunakan:

Q Bordmorker

A LCD

O

a

a

Euku tulis

Kertas plano

Whiteboard

TANGKAH FASIIITASI

secara acak beberapa kartu yang masing-masing berisi beberapa poin yang

::1, ::,: ::::.TT":]: ":f "*'"n ked udu ka n ma n us ia da ra m hu ku m, prinsip-

1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan secara singkat tujuan sesi yang
akan dilaksanakan. Selanjutnya, fasilitator menjelaskan poin_poin penting yang
berkenaan dengan hukum dan gender.

2' Untuk rebih menjeraskan poin-poin penting di ataE fasiritator membagikan

mengupayakan pencegahan terjadinya KDRT.

3' Tahap seranjutnya fasiritator meminta secara sukarera satu atau dua peserta
untuk memberikan contoh_contoh perilaku hukum yang melanggar keadilan
gender.

4. Untuk mendalami beberapa poin penting studi hukum tentang gender, peserta
dibagi menjadi tiga kerompok. Masing-masing kerompok mendiskusikan satu
kasus yang sudah dipersiapkan.

5' Seterah diskusi kerompok seresai hasir diskusi tersebut dibawa dan didiskusikan
pada diskusi kelas. Dalam proses dua diskusi ini, fasilitator mendorong peserta
diskusi untuk selalu aktif mengajukan pertanyaan, klarifikasL tambahan atau
sanggahan.

prinsip kesetaraan laki_laki dan perempuan, dan aturan normatif dalam

Modul Kursus Gender Jogja 195



6. Fasilitator mengulas proses belajar yang telah berlangsung. pada akhir
pembelajaran, fasilitator mengajukan kesimpulan.

A. GENDER DAN HUKUM

GENDER adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang dibangun oleh konstruksi
sosial yang menghasilkan perbedaan kedudukan, peran dan hubungan kekuasaan

antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. peranan tersebut diketahui dapat
bervariasi berdasarkan keadaan masyarakat yang berbeda dan dapat berubah
berdasarkan perubahan zaman. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat
dilihat dari ciri-ciri biologis dan sosial sebagai berikut:1

1. Ciri biof ogis, seperti jenis kelamin lvagina untuk perempuan dan penr3 untuk
laki-laki) merupakan perbedaan yang bersifat unversal antara laki-laki dengan
perempuan dan tidak dapat berubah; dan

Ciri sosial, di mana gender mengacu pada perbedaan-perbedaan dan
hubu ngan-hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang diketahui
dapat berubah seiring waktu, dan memiliki banyak variasi baik di dalam
maupun di antara budaya-budaya yang ada. perbedaan-perbedaan dan

hubungan-hubungan ini dibentuk secara sosial dan dipelajari melalui proses

sosialisasi. Perbedaan dan hubungan ini spesifik mengikuti konteks dan dapat
diubah.

oleh karena itu, gender tidak hanya mengacu pada perempuan dan laki-laki saja, tetapi
pada hubungan di antara keduanya dan bagaimana hubungan tersebut dibangun dan
didukung oleh masyarakat. Dengan kata lain, gender merupakan alat analisis untuk
memahami hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, dan karenanya gender
harus meliputi keduanya yang dalam konteks hukum harus setara. Kesetaraan gender
adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara
dan menikmati kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak dan
potensinya bagi keutuhan rumah tangga secara proporsional. Namun kenyataannya,
perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan
baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sudah menjadi
pemandangan umum.

Atas dasar itulah, penguatan terhadap keadilan gender menjadi relevan termasuk hak
perempuan dalam bidang hukum. Hal ini terbukti dari adanya seperangkat instrumen
hukum yang menjamin hak-hak tersebut serta mekanisme untuk memperolehnya.
Maka, saat ini seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam hukum tidak lagi
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hanya akan cukup menerima bahwa ia memiliki hak, namun ia akan mencari di mana
Ietak jaminan akan hak tersebut dan bagaimana caranya agar hak tersebut dapat
diperoleh. Hak perempuan, yaitu hak yang dimiliki olen seorang perempuan, baik
karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.sistem hukum ini
meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di
tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga
bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut. Daram konteks Indonesia misarnya,
pengaturan hak kaum perempuan dapat ditemui di dalam uuD 1945, KUHpidana,
KUHPerdata, uu No. l Tahun 1g74 Tentang perkawinan, peraturan pemerintah No. 9
Tahun 1975 tentang peraturan pemerintah tentang peraksanaan UU No.l Tahun 1974,
Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1gg3 tentang rzin porigami untuk pegawai Negeri
sipil, Instruksi presiden No. l Tahun 1991 Tentang sosiarisasi Kompirasi Hukum rsram di
Indonesia, uU No. 23 Tahun 2002 Tentang perrindungan Anak, uU No. 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 26 Tahun ZOOO UU
Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan berbagai peraturan lainnya. penegakannya
dilakukan oleh institusi negara dan para penegak hukum. sarah satu sumber utama
adalah UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap perempuan.2

Pada tingkat nasionar, Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasira
dan UUD 1945 terah mewajibkan dirinya dan masyarakat untuk meraksanakan
pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap para pelaku kekerasan dalam
rumah tangga.3

Indonesia sebagai sarah satu negara yang terah meratifikasi convention on The
Elimination of Arr Form of Discrimination Agoinst women {cEDAw) melarui UU No. 7
Tahun 1984, berkewajiban untuk menjabarkan dan mengusahakan dalam
memasukkan jabaran konvensi tersebut daram rumusan undang-undang negara dan
menegakannya dengan cara mengajukan para pelanggarnya ke muka sidang
pengadilan. Rumusan UU negara sebagai penjabaran dari CEDAW tersebut
dimaksudkan agar hak-hak kaum perempuan menjadi terlindungi dan berpengaruh
terhadap kehidupan mereka.a

oleh karena itu, ratifikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia
terhadap GEDAW merarui UU No. 7 Tahun 1984 dirakukan dengan persyaratan
lreservotionl yang tertuang dalam pasal 1 dari UU No. 7 Tahun 19g4, yaitu
mengesahkan Konvensi mengenai penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap
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perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discriminotion Against

Women)yangtelah disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal

18 Desember 1979, dengan persyaratan (reservationl terhadap Pasal 29 ayat (1)

tentang penyelesaian mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini. Pasal 29 ayat

(1) CEDAW tersebut berisi:

Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara peserta mengenai penafsiran, atau

penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan diajukan untuk

arbitrasi atas permohonan salah satu diantara negara-negara tersebut. Jika dalam

enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrasi pihak-pihak tidak dapat

bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrasi itu, salah satu dari pihak tersebut

dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah lnternasional melalui

permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah itu.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 tersebut, maka Pemerintah Republik

lndonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal 29 ayat (1)

CFDAWtersebut karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk

mengajukan perselisihan internasional, di mana Indonesia tersangkut, kepada

Mahkamah lnternasional. Atas dasar itu Indonesia mengadakan persyaratan

(reservotionl terhadap pasal 29 ayat {1) itu, yang berarti Pemerintah Republik

Indonesia telah menyatakan dirinya untuk tidak terikat pada pasal tersebut.

Kaum perempuan yang selalu diposisikan sebagai komunitas rentan atau

tersubordinasi, maka antisipasi terhadap penanggulangan tejadinya kekerasan

terhadap komunitas tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang bersifat represf dan

preventif. Beberapa undang-undang sebagai representasi instrumen bagi perlindungan

kekerasan terhadap kaum perempuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah

Republik Indonesia, antara lain adalah: (1) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP serta

perubahannya; (2) UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP; {3) UU No' l Tahun 1974

Tentang Perkawinan; (4) UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi

mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAWI; l5l
UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM; (6) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan (7) UU No.23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangea (KDRT).

Dari instrumen perundang-undangan tersebut, tulisan ini akan fokus pada

pembahasan satu instrumen hukum saja terkait perlindungan kekerasan terhadap

kaum perempuan yaitu UU No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga (KDRT).
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I

B.PENCEGAHAN KEKERASAN DATAM RUMAH TANGGA MENURUT UU
No. 23 TAHUN 2004

MATERT-muatan yang terkandung di daram UU No. 23 Tahun 2004 sedikitnya mengatur
tiga aspek; pertama, mengatur tentang har-ihwar pencegahan dan perrindungan serta
pemulihan terhadap korban kekerasan daram rumah tangga, keduo, mengatur tentang
kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan unsur_unsur tindak pidana yang
berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHp, Qan ketiga,
mengatur tentang har-ihwar kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan,
pekerja sosial, rerawan pendamping atau pembimbing rohani untuk merindungi korban
agar mereka lebih sensitif dan represif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak
awal diarahkan kepada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.
Dalam implementasinya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mendasarkan
pada 4 (empat) asas yaitu: (1) asas penghormatan hak asasi manusia; (2) asas keadiran
dan kesetaraan gender; (3) asas non-diskriminasi; dan (4) asas perrindungan korban.
Sedangkan tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dimaksudkan
untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) meiindungi
korban; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (4) memelihara
keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

uu No' 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa yang dimakud dengan kekerasan daram
rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan
yang berakibat timburnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisi( seksuar,
psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.

Oleh karena itu, tindakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan
kewajiban negara agar memberikan jaminan terhadap warga negara untuk
mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan
dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Sementara itu yang dimaksud dengan korban kekerasan dalam rumah tangga
adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam
lingkup rumah tangga.
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2. Lingkup Kekerasan KDRT

Dengan mendasarkan pada asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga sebagaimana telah disebutkan di atas, maka setiap orang dilarang

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah

tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau

penelantaran rumah tangga. Masing-masing kekerasan itu dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit.

atau luka berat {Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004);

b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan l(etakutan, hilangnya

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU No. 23 Tahun

2OO4li

c. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang meliputi pemaksaan hubungan-

hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup

rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang

dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial

dan/atau tujuan tertentu, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak

wajar dan/atau tidak disukai (lazim disebut maritol rope/perkosaan dalam

perkawinan) [Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004];

d. Penelantaran rumah tangga adalah tindakan seseorang menelantarkan orang

dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,

perawatan, atau pemeliharaan orang tersebut. Larangan penelantaran inijuga

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi

dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di luar

rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU

No. 23 Tahun 2004).

Advokasi bagi Korban KDRT

Dalam UU inijuga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah

segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang

dilakukan oleh fihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, atau fihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan

pengadilan. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan

3.
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a

oieh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannva
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Penetapan perrindungan merupakan perintah perrindungan yang dikeruarkan oleh
pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Sedangkan yang
dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut UU ini meliputi suami, istri, dan
anak-anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan
darah, perkawinan,persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam
rumah tangga, dan/atau rang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap
dalam rumah tangga tersebut.

Ketentuan mengenai orang yang bekerja dalam ketentuan mengenai lingkup rumah
tangga di atas, dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama
berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud anak
dalam ketentuan di atas adalah termasuk anak angkat dan anak tiri, dan yang
dimaksud dengan hubungan perkawinan daram UU tersebut di atas termasuk
misalnya mertua, menantu, ipar dan besan.

4. Sanksi bagi Pelaku KDRT

Dalam rangka menegakkan uu No. 23 Tahun 2004, bagi para peraku tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan jenis
kekerasan yang dilakukan.

5. Prosedur Pemberian perlindungan terhadap Korban KDRT

Berkaitan dengan prosedur pemberian perrindungan kepada korban tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan uu No. 23 Tahun 2004 bahwa tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan, maka
berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 penetapan adanya perlindungan
harus dikeluarkan oreh pengadiran untuk memberikan perrindungan kepada korban.
Dalam rangka ini sebelumnya harus diajukan terlebih dahulu salah satu alat bukti
yang sah dalam proses peradilan pidana, yaitu keterangan saksi dan/atau korban
yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sebagai upaya mencari dan menemukan
kejelasan tentang tindak pidana yang dirakukan oreh peraku tindak pidana. Namun,
kenyataannya aparatur penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan
tentang tindak pidana yang dirakukan oreh peraku tindak pidana sering mengarami
kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan
adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Maka, dibentuklah
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UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 13 Tahun

2006 menegaskan bahwa hak sebagaimana pada ayat (1) di atas, diberikan kepada

Saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan

keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan bentuk

perlindungan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2005 di atas

adalah:

(1). Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

(2). Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

(3). Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat

proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

(4). Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam implementasinya, upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah

tangga bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara,

tetapi juga menjadi kewajiban perorangan sebagai warga negara. Oleh karena itu,

pemerintah dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya harus berkoordinasi

dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU No.23 Tahun 200d

yaitu meliputi tugas-tugas sebagai berikut:

Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menyelenggaraka n komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan

dalam rumah tangga;

c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah

tangga; dan

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan

dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan

sensitif gender.

Untuk mengoperasionalkan pelayanan terhadap korban. pemerintah dan

pemerintah daerah masing-masing dapat melakukan upaya:

a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian (pada saat ini hampir

di setiap Polres sudah ada ruang tersebut yang disebut RPK/Ruang Pelayanan

Khusus);

b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program

pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
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d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman
korban.

Kepolisian sebagai aparatur pemerintah wajib memberikan perlindungan
sementara kepada korban, jika dalam waktu satu kali dua puluh empatjam
terhitung sejak mengetahui raporan kekerasan daram rumah tangga. perrindungan
sementara itu diberikan paring rama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani
oleh keporisian. seranjutnya daram waktu satu kari dua puruh empat jam terhitung
sejak pemberian perrindungan, keporisian wajib meminta surar penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara,
kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan
pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
Selain itu, kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak
korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Setelah polisi menerima
laporan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka
polisi wajib segera merakukan penyeridikan tentang terjadinya kekerasan daram
rumah tangga itu. Demikian pula kepolisian dituntut untuk segera memberitahukan
kepada korban tentang:

a. ldentitas petugas untuk pengenalan kepada korban;

b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan; dan

c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

sedangkan tugas seorang dokter daram memberikan perayanan kesehatan kepada
korban, haruslah melakukan; (a) memeriksa kesehatan korban sesuaidengan
standar profesinya; dan (b) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap
korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik keporisian atau surat
keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti.
Pelayanan kesehatan tersebut dirakukan di sarana kesehatan mirik pemerintah,
pemerintah daerah atau masyarakat. Sementara para pekerja sosial dalam
memberikan perayanan terhadap korban kekerasan daram rumah tangga dituntut
untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi
korban;

b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan
perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari
pengadilan;
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c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempattinggal alternatif. Rumah

aman yang dimakudkan di siniadalah tempat tinggal sementara yang

digunakan untuk memberikan perlindungan bagi korban sesuai dengan standar
yang ditentukan, misalnya troumo centre di Kementerian Sosial, sedangkan

yang dimaksudkan dengan tempat tinggal alternatif adalah tempat tinggal
korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipindahkan dan/atau dijauhkan dari
pelaku; dan

d. Melakukan koordinasi yangterpadu dalam memberikan layanan kepada korban
dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Maka, pelayanan pekerja sosial dalam rangka memberikan pelayanan kepada para

korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan di rumah aman milik pemerintah,
pemerintah daerah atau masyarakat. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh
advokat dalam memberikan pelayanan kepada para korban kekerasan dalam
rumah tangga wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak
korban dan proses peradilan;

Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap
memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; dan

c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping

dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan dengan semestinya.

Namun demikian, korban tetap dapat melaporkan secara langsung kekerasan

dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada mauoun di
tempat kejadian perkara (TKp). Korban juga dapat memberikan kuasa kepada
keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang
dialaminya kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di
tempat kejadian perkara (TKP). Jika korban adalah seorang anak, laporan dapat
dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang-undangan yang

berlaku.

Selanjutnya menjadi kewajiban ketua pengadilan dalam tenggang waktu tujuh hari
sejak diterimanya permohonan untuk menetapkan surat penetapan yang berisi
perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan
yang patut. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama satu
tahun yang dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. prosedur permohonan
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perpanjangan perintah perrindungan harus diajukan tujuh hari seberum berakhir
masa berlakunya. selain itu, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih
tambahan perintah perlindungan dan pengadilan wajib mempertimbangkan
keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping
dan/atau pembimbing rohani.

Permohonan untuk memperoreh surat perintah perrindungan oapat diajukan oreh
korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping ataupembimbing rohani. permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam
bentuk risan atau terturis. Daram har ini permohonan diajukan secara risan danpanitera pengadiran negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. Jikapermohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban,
kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani, maka korban harus
memberikan persetujuannya. Jika dalam keadaan tertentu korban pingsan, koma,
dan sangat terancam jiwanya, maka permohonan dapat diajukan tanpa
persetujuan korban. Dalam hal ini, korban kekerasan dalam rumah tangga atau
kuasanya dapat memohon kepada pengadilan, dan pengadilan akan
mempertimbangkannya, untuk memberikan:
a. Penetapan suatu kondisi khusus, yaitu pembatasan gerak pelaku, larangan

memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau
mengintimidasi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; danb' Pengubahan atau pembataran suatu kondisi khusus dari perintah perrindungan

Pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dapat diajukan bersama-sama dengan
proses pengajuan perkara kekerasan daram rumah tangga. seranjutnya keporisian
dapat menangkap untuk kemudian merakukan penahanan tanpa surat perintah
terhadap pelaku yang diyakinitelah melanggar perintah perlindungan walaupun
pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. penangkapan
dan penahanan tersebut wajib diberikan surat perintah penangkapan dan
penahanan seterah satu kali dua puruh empat jam. penangguhan penahanan tidak
berlaku terhadap penahanan tersebut. Karena melanggar perintah perlindungan
dan guna memberikan perlindungan kepada korban kepolisian dapat menangkap
pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, namun harus dilakukan
berdasarkan bukti permulaan yang cukup. penangkapan tersebut dapat dilanjutkan
dengan penahanan yang harus disertai dengan surat perintah penahanan dalam
waktu satu kali dua puluh empat jam.
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Jika ada dugaan terjadinya pelanggaran terhadap perintah perlindungan, maka
korban, polisi, atau rerawan pendamping dapat mengajukan secara terturis kepada
pengadilan yang mengeluarkan perintah perlindungan tersebut. Dalam hal
pengadilan mendapatkan laporan tertulis tersebut, maka pengadilan
memerintahkan pelaku untuk menghadap daram waktu tiga kari dua puluh empat
jam (3 x 24 jam) guna dilakukan pemeriksaan. pemeriksaan tersebut dilakukan oleh
pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu
pelanggaran diduga terjadi.

Oleh karena itu, pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan
tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan,
jika pengadilan mengetahui bahwa peraku terah meranggar perintah perrindungan
dan diduga akan merakukan peranggaran rebih ranjut. Apabira peraku tetap tidak
mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan
pelaku paling lama tiga puluh hari, dengan disertai surat perintah penahanan.
Sedangkan untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan
dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing
rohani. Dalam hal initenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan
standar profesinya, jika korban memerlukan perawatan, maka tenaga kesehatan
wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Sementara pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani wajib
memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk
menguatkan dan/atau memberikan rasa aman kepada korban. Karenanya guna
memberikan pemulihan kepada korban, maka tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani harus bekerjasama.

Sedangkan kewajiban perorangan sebagai warga negara dalam mengupayakan
pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah, diwajibkan bagi
setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas
kemampuannya masing-masing dalam bentuk tindakan; (a) mencegah
berlangsungnya tindak pidana; (b) memberikan perlindungan kepada korban; (c)
memberikan pertolongan darurat; dan (d) membantu proses pengajuan
permohonan penetapan perlindungan.

Dengan demikian, upaya penyelenggaran dalam mencegah terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga harus dilakukan kerjasama antara pemerintah dan
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pemerintah daerah sesuai fungsi dan tugas masing-masing dengan meribatkan
masyarakat atau lembaga sosial lainnVa.

C. PENUTUP

DARI paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. oreh karena itu, harus
disikapi dengan perhatian yang sangat serius baik dari aspek aturan (!ego! substancel,
struktur (/egol structure), maupun budaya (regat curturer. Ketigaaspek ini merupakan
komponen utama daram upaya penegakan hak-hak hukum semua warga negara bail
laki-laki maupun perempuan.

Agar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam uraian
di atas dipatuhi dan diraksanakan baik oreh pemerintah maupun warga negara, maka
dalam penegakannya harus melibatkan semua komponen bangsa, baik lembaga dan
pejabat negara serta warga negaranya; laki-laki maupun perempuan sehingga dapat
menjamin tegaknya peraksanaan hak-hak tersebut. serain itu, budaya masyarakat yang
masih bersifat potriarkhis ditengah-tengah bangsa ini harus segera dikikis dengan
merevitalisasi nilai-nirai budaya yang merefreksikan penghargaan terhadap hak-hak
warga negara secara egoliter, sehingga tidak dijumpai lagi adanya tindakan yang
bernuansa bias gender.

KASUS

SEOMNG gadis bernama Radha yang berusia 19 tahun, terpaksa meninggalkan
desanya dan menjadi buruh cuci di beberapa rumah di kota karena tak mampu
melanjutkan sekorah serepas sekorah menengah pertama. penderitaan Radha berawal
di rumah Eni, saudara yang dia tumpangi, setelah suami Eni memerkosa dan
membungkamnya dengan ancaman. Tiga hari setelah peristiwa itu, Radha pulang ke
kampung dan bungkam sampai perutnya membesar. Ayah Radha melaporkan
pemerkosaan itu kepada porisi dan mendapat sejumrah dukungan. Namun, warga desa
tidak bisa menerima Radha karena hamir tanpa suami, meski akibat perkosaan, adarah
aib bagi desa. Untuk merindungi putrinya, ayah Radha pindah ke desa rain. Namun,
setelah penduduk desa tahu Radha hamir tanpa suami dan disebabkan perkosaan,
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mereka diusir pemilik rumah (Sumber: KOMPAS, edisi Jum'at 12 November 2010, hlm.

41).
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l(oesparmono I rsan, Hukum dan Hok Asasi Mdnusia, cetakan ke-1, (Jakarta:yayasan Brata Bhakti(YBB),2009), hlm. 291 - 210.

,. 
2 

Bahan bacaan maleri KonvensiCEDAW, Kursus HAM untuk pengacara X, (JakartarElsam,2oo5), hlm.

t 
serain itu beberapa pasar daram uuD 1945 dan uu No. 39 Tahun 1999 Tentan' HAM terah dengantegas menyatakan bahwa segarq bentuk kekefoson terutama kekercsan daram rumah tdnggo ddarahpelonggoran HAM dan keiahdton terhodap mortabat kemonusioon seno bentuk diskriminasi. Ditingkatinternasional - sistem hukum tentang pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakarpada Deklarasi umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang muncut pada tahun 1947 dan disahkan olehMaie's umum perserikatan Bangsa-bangsa pada ro ourLou. igii. Dekrarasi ini merupakan awarkodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di Uut"rny" t"r.urrk hak perempuan.Deklarasiinidiakuisebagaistandar umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuangbagi kemajuan martabat manusia. Di antara h;k-hak y"ng iioutiu.oi*"n 

"darah 
hak atas persamaan,kebebasan, dan keamanan setiap orang,. teOebasan aari ierUuJakan, sir<saan atau perlakuan yangmerendahkan manabat manusia, pengakuan sebagaiseorang pribadididepan hukLm ,n*.".i t"'"air"n,dan k€bebasan untuk berekspresi dan partisipasi potitik.

Di samping pasar-pasar tersebut berbagai hak yang rerevan dengan perempuan misarnya hak memirihpasangan, menikah dan mempunyailtak yang sama dalam perkawi-nan, oan di saat perceraian sepertitercantum dalam pasal 16 DUHAM: (l)LokiJoki dan perempuan yontg suaah dewdsd, dengan tidokdib.atdsi kebongsodn, kewarganegaroan otau agamo, berhok untuk menikoh dan untuk membentukkeluargo Mereko mempunyoi hok yong soma doram perkawinon, di doram mqsa perkdwinan dan disaot perceraian; (2)perkawinon hqnya ddpat diraksanokon berdosarkdn pirihan bebas dan persetujuanpenuh oreh kedua memperoi, memiriki harta sendiri ya ng tercantu m daram pasar 17 ayat (1) DUHAM:setiop orang berhok memitikihartd, boik sendiri moipui bersoiilro.o a"nso, orong roin, hak atasupah yang sama yang tercantum daram pasar 23 ayat (2) DU uavt: iitnp orong tanpo diskrimindsi,berhdk otas pengupahan yang soma untuk pekerjoan yangsomo, hak perawatan dan bantuan istimewasebagaimana tercantum dalam pasal 25 ayat (2) OUUAIV; nu aoi orok-andk berhok mendqpatperowotan ddn bontudn istimewo- se.mua anak-anak, baik yang dirohirkon di dolam maupun di ruafperkowinon, hdrus mendapdt perlindungon sosiolyong somo. 
-

4 
Daram UU No' 39 Tahun 1999 Tentang HAM, hak kaum perempuan secara khusus dicantumkandafam pasaf 45 sampai dengan pasal 51 yaitu menyatakan uinw. tii perempuon odatoh juga Hok AsasiManusio (HAM); pemberian kesempoton dan kedudukan yong ,o.,o bog, pur"^puon untukmeraksanokan peronannyo daram bidang eksekutif, regisiatif, vua*atrt kepaftoion dan pemirihonumum; bahwo seorong perempuan ydng menikoh denqan iaiga neglra asing tidak otomatis menjodiwargd negaro dari negdra suominyd, tetopi mempunyoi hak untuk iempertahonkan, menggonti otoumemperoleh kembali stotus keworgqnegordannya; memberikdn hak kepodd perempuon untukmemperoleh pendidikan dan pengojara.n di semuo jenisjenjong dan jdtur pendidikdn sesuai dengonpersyordton yang terah ditentukon; bshwa perempuon berhak untui memirih, dip ih, diangkot iarompekeiaon, jqbaton, don profesi sesuai dengon persyorqtdn ddn perutumn urJ; memberikan hak kepadaperempuan yong teroh dewdsa dan otau teroh menikah untuk merokukan perbuaton hukum sendiri,kecuali ditentukon lain oleh hukum dgamdnya; dan mengatur bohwa perempuan;;";;;;;;;;;;;'i"1"^
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bidong perkdwinannyo yang menyongkut hok dan kewdjiban yong samo dengon suomlnya otos semua
hol yong be*enaan dengon kehidupan perkawinonnyo, hubungon dengon anok-anaknya, dan hok
pemilikon settd Wngeloloan horto bersoma. Demikion pula seteloh putusnw perkawinan, seorong
perempuan mempunyai hok dan tsnggung jowob yong mmo dengon monton suamlnyo otos semua hol
yang berkenodn dengon dnak-anak dengon memperhotikan kepentingan terbaik bagi onak, pasal-pasal

tersebut menuniukkan bahwa perempuan sebagai manusia memiliki hak-haknya di samping juga
memiliki hak-hak asasinya.
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